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1.1 Latar Belakang 
Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Pemerintah melaksanakan dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidkan yang bermutu, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Berbagai upaya harus dilakukan untuk memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya yaitu menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma agama dan kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan dan demokrasi serta nilai keadilan sosial. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu maupun makhluk sosial, norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial, untuk itu perlu dilakukan pembangunan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan perlu mengacu pada paradigma pendidikan antara lain :

a. Pembangunan Manusia Seutuhnya

b. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik.

c. Pendidikan Untuk Semua (PUS)

d. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang tahun 2005-2025 dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan.Penguatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2015), penguatan daya saing regional (2015-2020) dan penguatan daya saing internasional (2020-2025).Pada tahap pertama pembangunan pendidikan berupa penguatan kapasitas dan modernisasi selama tahun 2005-2009 telah berupaya mencapai target indikator kinerja, melalui program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam target millestone. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan dalam Renstra tahun 2005-2009 ada kegiatan yang telah mencapai target millestone dan ada kegiatan yang belum mencapai target millestone. Selama kurun waktu 5 tahun tersebut banyak prestasi yang telah dicapai, dibidang akademik, maupun non akademik, disamping itu ada berbagai permasalahan yang dihadapi yang menjadi isu strategis, yang perlu ditindak lanjuti, untuk diatasi pada periode renstra pendidikan berikutnya. Adapun isu strategis sebagai berikut : 
1. Pembangunan pendidikan belum menyentuh secara menyeluruh upaya untuk mewujudkan manusia yang cerdas spiritual, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis dan relevansi dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

2. Ketersediaan layanan pendidikan formal, non formal dan informal belum optimal.

3. Layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bermutu belum terjangkau secara menyeluruh bagi seluruh  lapisan masyarakat.

4. Pendidikan yang berkualitas yang memperhatikan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan gender masih belum merata.  

5. Keterjaminan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan kurang menyeluruh.

Pembangunan pendidikan yang harus dilakukan harus berdasarkan tema pembangunan pendidikan tersebut, RPJMD tahun 2010 – 2015 dan Renstra Kementerian Nasional tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, dan RPJMD Kabupaten Situbondo, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Pembangunan Pendidikan, melalui  Dinas Pendidikan dengan kewenangannya, tidak dapat terlepas dari kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Situbondo sehingga secara komprehenship penyusunan renstra dan pencapaian target diupayakan searah dan sejalan dengan kebijakan pendidikan secara nasional dengan semangat otonomi daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dalam implementasinya melaksanakan program prioritas, yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun, Pendidikan Menengah mengarah pada Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 


Selain program prioritas dilaksanakan pula program lainnya, untuk mewujudkan pengembangan pembangunan pendidikan, dengan menekankan upaya peningkatan pelayanan prima pendidikan, termasuk pengembangan kemampuan  ilmu dan tekhnologi yang dijabarkan  dalam renstra SKPD Dinas Pendidikan 2011 – 2015.

1.2 
Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo  Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan berkelanjutan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan pendidikan selama 5 tahun (2011-2015) sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sehingga meningkatkan output-outcome dalam pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja.

2. Memberikan dasar dan pedoman arah pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator  kinerja dan masukan (input) bagi pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.

3. Memberikan arah dan mendayagunakan sumberdaya secara efektif, efisien, fungsional, berkeadilan dan berkelanjutan antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun .

4. Memberikan legalitas untuk menyatukan bahasa sehingga tercipta koordinasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi dari para komponen pendidikan dan stakeholder dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Standar Sekolah Bertaraf Internasional.

1.3 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  ;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanl Pendidikan (SNP);

7. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

8. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan  Pelaksanaan  Priotas  Pembangunan  Nasional  Tahun 2010
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementeria Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

19. Permenpan dan RB (Reformasi dan Birokrasi) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru/Jabatan Guru).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo.

21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
22. Peraturan Bupati  Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten  Situbondo Tahun 2011 – 2015;
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pendidikan tahap ke dua dijabarkan kedalam Rencana Strategis / Renstra SKPD Dinas Pendidikan tahun 2011 - 2015 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014 dan rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2011 - 2015 serta memperhatikan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan sampai tahun 2010, dan analisis kondisi internal pendidikan serta kondisi ekternal. Untuk selanjutnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo) yang akan terukur pada tahun 2011 dan seterusnya secara bertahap yang pada akhir tahun anggaran yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah direncanakan yang tertuang dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).
1.5 
Sistematika Penulisan
Rencana strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 
Menguraikan latar belakang pentingnya pendidikan,  maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan memaparkan gambaran mengenai tugas pokok dan fungsi, kondisi organisasi saat ini serta Lingkungan Strategis. Analisis internal dan ekrternal, untuk mewujudkan kondisi yang ideal.
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
Berisi Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Situbondo yang tertuang dalam RPJMD, sedangkan tujuan menggambarkan pengembangan Pendidikan yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Strategi akan menggambarkan cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dengan memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS / Education for All).

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
Menetapkan program prioritas untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional  Pendidikan (SNP) serta menetapkan program lainnya. Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan pagu indikatif APBN dan APBD.

BAB V  PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan meliputi penjelasan Renstra SKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD yang merupakan dasar evaluasi, laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta harapan kepada SKPD.
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